


Rumit dan mahalnya praktik hukum acara perdata dalam mengajukan gugatan perdata di PN menjadi salah satu penyebab masyarakat malas dan enggan berurusan di pengadilan, terutama dengan masyarakat yang memiliki sengketa hutang piutang yang nominalnya sangat kecil.

Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pengaturan hukum penyelesaian sengketa hutang piutang melalui gugatan sederhana berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2019 Dalam Putusan No. 2/Pdt.G.S/2020/PN.Srh, apa kendala dan solusi di dalam penyelesaian sengketa hutang piutang melalui gugatan sederhana berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2019 Dalam Perkara Putusan No. 2/Pdt.G.S/2020/PN, dan bagaimana analisis putusan dalam penyelesaian sengketa hutang piutang melalui gugatan sederhana Berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2019 Dalam Putusan No. 2/Pdt.G.S/2020/PN.Srh.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat yuridis empiris. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian lapangan dilakukan di Pengadilan Negari Sai Rampah.

Hasil dari penelitian ini ialahPenyelesaian sengketa hutang piutang melalui Gugatan sederhana menurut Perma No 4 tahun 2019 merupakan gugatan perdata dengan nilai materil paling banyak Rp 500 juta. Penyelesaian sengketa hutang piutang melalui gugatan sederhana berdasarkan Perma No.4 tahun 2019 sangat efisien dan efektif. Kendala yang dihadapi antara lain prinsipal wajib hadir secara langsung walaupun sudah memberikan kuasa kepada kuasa hukum, perihal domisili, dan kurangnya pengetahuan masyarakat. MA harus lebih tegas membuat peraturan terkait gugatan sederhana, peraturan yang sudah ada sekarang baiknya diperbaharui, dan untuk PN diharapkan lebih sering lagi melakukan sosialisasi terkait ini.

Selanjutnya Hakim pengadilan negeri Sei Rampah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara No.2/Pdt.G.S/2020/Pn.Srh, telah sesuai dengan Prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, dimana hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut melalui gugatan sederhana telah sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Perma nomor 4 tahun 2019, yang mana dalam perkara tersebut nilai gugatan dibawah 500 juta dan memiliki domisili hukum yang sama antara pihak Penggugat dan Tergugat.
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ABSTRACT

The objective of this rescarch was 1o explain the causes of circulation of refillable perfunes
with methanol levels exceeding the limits determined by BPOM, and legal protection efforts
related to refillable perfumes which are indicated to be detrimental to consumers, as well as
to identify and explain the obstacles in legal protection related to refillable perfumes which
are detrimental to consumers. Oblaining data inwriting this thesis was carried out using the
Normative Jurisprudence legal research method or field research method to collect primary
data obtained by carrying out data collection techniques of observation, questionnaires and
interviews with respondents and informants, which were then used as analytical tools. in
answering the research questions that have been identified in the problem formulation. The
vesults of the research show that the cause of the circulation of refillable perfume with
methanol levels exceeding the limit determined by BPOM regulations is caused by several
Jactors, including business actors who make perfume consumers their business objects, lack
of understanding of perfume composition, lack of awareness and legal compliance, and lack
of consumer understanding regarding government restrictions regarding refillable perfume.
Efforts to provide legal protection to consumers regarding refillable perfumes that are
indicated to be detrimental to consumers are carried out by providing counseling and
educating consumers about the safe limits of using refillable perfumes for the public, both
consumers and business actors, regarding the rights and obligations and prohibitions for
consumers and vefillable perfume business actors. repeal. Obstacles in legal protection
related to refillable perfume which are detrimental to consumers are caused by several things,

such as consumers and business actors not knowing the dangers of methanol exceeding the

limit, there being no complaints from consumers, and supervision not being carried out
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ation of refillable perfimes with methanol levels that exceed the limits

icable laws and regulations, conducting outreach, counseling and

the methanol content in refillable perfumes, as well as overcoming the




